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PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

NOMOR 11 TAHUN 2009 

TENTANG 

PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR SULAWESI BARAT, 

 

Menimbang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mengingat 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: 

 

a. bahwa lingkungan hidup merupakan Anugerah dan Rahmat 

Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia yang 

merupakan tempat bagi kehidupan dalam segala aspek yang 

sesuai dengan Wawasan Nusantara; 

b. bahwa pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang 

terkandung dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah untuk 

memajukan kesejahteraan umum  dan untuk mencapai 

kebahagian  hidup masyarakat ;  

c. bahwa pelaksanaaan pembangunan berkelanjutan yang 

berwawasan lingkungan hidup dengan pemanfaatan  sumber 

daya alam di Provinsi Sulawesi Barat, merupakan upaya terpadu 

untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, 

sosial, budaya dan kelestarian lingkungan hidup ;  

d. bahwa  penyelenggaraan pembangunan dengan memanfaatkan 

sumber daya alam secara berlebihan,   dapat menimbulkan 

kerugian terhadap lingkungan hidup, sehingga untuk 

menghindari hal tersebut perlu adanya pengaturan dalam 

pengelolaan lingkungan hidup ;   

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ; 
 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;  

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3699) ; 
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389) ;  

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4422) ; 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4844) ; 

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ; 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 

tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4737) ; 

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan 

AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah ; 

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik 

Indonesia Nomor 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembetukan 

Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota ; 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 04 Tahun 2009 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan 

Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Serta Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 

04, Tambahan Lembaran Daerah Sulawesi Barat Nomor 37) ; 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

dan 

GUBERNUR SULAWESI BARAT 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN 

LINGKUNGAN HIDUP  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemerintah Pusat adalah, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

2. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat; 

3. Gubernur adalah Gubernur  Sulawesi Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat. 

5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara  Pemerintahan Daerah.   

6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah 

Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di lingkup Provinsi Sulawesi Barat ; 

8. Badan Lingkungan Hidup Daerah  adalah satuan kerja Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Barat yang melaksanakan tugas dan fungsi  di bidang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup. 

9. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan 

mahkluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi 

kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahkluk hidup 

lainnya. 

10. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi 

lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, 

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian 

lingkungan hidup. 
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11. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya 

sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya 

kedalam proses  pembangunan untuk menjamin kemajuan, kesejahteraan dan 

kelangsungan hidup generasi masa kini dan generasi mendatang. 

12. Ekosistem adalah tatanan utuh lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh 

dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan 

produktifitas lingkungan hidup. 

13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara 

kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

14. Daya Dukung lingkungan adalah kemajuan lingkungan hidup untuk mendukung 

kehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya. 

15. Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk 

melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan/atau 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu 

mendukung perikehidupan manusia dan mahkluk hidup lainnya. 

16. Daya Tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk 

menyerap zat energi dan/atau komponen lain yang masuk/dimasukkan 

kedalamnya. 

17. Sumber daya adalah unsur lingkungan yang terdiri atas sumber daya manusia, 

sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan. 

18. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas/kadar mahkluk hidup, zat 

energi/komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencampur yang di 

tenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai suatu unsur 

lingkungan hidup. 

19. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya/dimasukkannya mahkluk hidup, 

zat energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan oleh kegiatan manusia 

sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan 

lingkungan hidup tidak berfungsi sesuai peruntukannya. 

20. Kriteria baku kerusakan lingkungan adalah ukuran batas perubahan sifat, fisik 

dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang. 

21. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan 

langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang 

mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang 

pembangunan berkelanjutan. 

22. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui 

untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang 

terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediannya dengan tetap 

memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 

23. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 

24. Bahan Berbahaya Beracun (B3) adalah setiap bahan yang karena sifat/konsentrasi, 

jumlahnya baik secara lansung maupun tidak langsung dapat mencemarkan 

dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta 

mahkluk hidup lainnya. 
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25. Limbah Bahan Berbahaya Beracun (LB3) adalah sisa suatu usaha dan atau yang 

mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau 

konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung 

dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan dan/atau membahayakan 

lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahkluk hidup lainnya. 

26. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang 

ditimbulkan oleh adanya/diduga adanya pencemaran dan/atau perusak lingkungan 

hidup. 

27. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup 

yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 

28. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah kajian mengenai dampak 

besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada 

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 

penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 

29. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak 

dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang 

lingkungan hidup. 

30. Audit lingkungan adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung 

jawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan 

hukum yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh 

penaggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. 

31. Orang adalah orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan 

hukum. 

32. Menteri adalah Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup. 

 

BAB II 

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN 

Asas 

Pasal 2 

Pengelolaan Lingkungan Hidup diselenggarakan dengan asas tanggungjawab, asas 

berkelanjutan, dan asas manfaat. 

Tujuan 

Pasal 3 

Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan untuk mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan 

masyarakat Provinsi Sulawesi Barat seluruhnya yang beriman dan bertaqwa.  

Sasaran 

Pasal 4 

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah : 


